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PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa dnlam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
( PAD ) melalui Pemungutan Retribusi Pasar Daerah di
Kabupalen Barito Sclatan

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Barito
Selatan Nomor : 02 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi perekonomian, sehingga perlu diganti dan
diatur dengan Peraturan Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Undang - undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - undang” Nomor : 34 Tanhun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang — undang Nomor : 18 Tahun 1897
lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Neqgara 4048);
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Undang ~ undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

'

..Undang - undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang - undang Nornor : 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang - undang Rl Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437):

Undang - undang Nomor © 33 tahun 2004 tentang
Petimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan
IPemarintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438); '

Peraluran Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan  Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah  Otonomi  (Lembaran - Negara Republik
Indoresia Tahun 2000 Nomor 54);
Poeratuian Pemerintah Nomor @ 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Atas Penyelenggaraan
I"emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
41090);

Poeraturan Pemerintah Nomor @ 66 Tahun 2001 tentang
Retiibusi Dacrah (llembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomcr 3);

Persturan Daeran Kabupaten Barito Se'atan Nomor @ 04
Fabun 1987 tentang  Penyidik  Pegawai Neqeri Sipil
(Lembaran Dacrah Tahun 1988 Nomor 1
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nomor 3).

Dengan PersetujUan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
' dan
BUPATI!I RARITO SELATAN

.

MEMUTUSKAN :

Venatapkan .~ PERATURAN DAERAH KARUPATEN BARITO SELATAN
TEENTANG RETRIBUS! PASAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Talam Peraturan Dacrah ini yang dimnksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaten Barito Selatan
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan:
I“opala Dan adatah Bupati Barito Selatan;
Linas Pendapatan Daciah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan;

I Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Barito Selatan;

Kasir Penerinmin ardalah Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan kabupaten Barito
Selatan;

Retribusi adalah Suatu Pungutan atas Jasa yang telah diberikan atau disediakan

oleh Pemerintah Dacrah kepada setiap pedagang yang memarfaatkan fasilitas
pasar;

Pasar adalah suatu lingkungan atau areal yang didalamnya terde pat bangunan —
bangunan dan atau tempat terbuka baik milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
yang digunakan untuk melakukan jual beli barang atau jasa,

Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat iain dilingkungan
pasar sampai dengan radius 200 M;




Bupati sebagal Pengelola Teknis Pasar;

Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen'yang
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan
umum di pasar,

. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan,

Wajib Retribunl adnlnh orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang
~ undangan Relribusl diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

+4. Nangunan - bangunan adalah cemua bangunan yang berada dalam pasar yang
dipergunalan untuk kegintan jual beli;

5 Rumah Toko ( RUKO ) adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan
toko yang dibanaun dilinalingan pasar, -

loko adalah bangunan telap yang berbentuk toko yang dibangun di lingkungan
pasar,

7 Kios adalah bangunan telap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan
herpintu yang diporgunakan untuk kegiatan jual beli;

<2 Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding
keliling yang dipergunakan untuk berjualan,;

2 Pendasaran adalah lokasi atan tempat yang digunakan oleh para pedagang untuk
berjualan yang sifatnya menggelar di luar bangunan;
warung adalah tempat orang barjualan makanan/minuman baik ynng di bangun oleh
Fomerintali Daeral mausun yang dibangun sendiri oleh para pedagang dalam
[Ingkungan pasar,
+#

Podagang Koki Lima adalah pedagang yang berjualan mengonler diluar bangunan
dan sifatnyn berpindah - pindah temnat dalam lingkungan pasar.

BAR !
NAMA, ORJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar di pungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.
Pasal3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas pasar berupa Ruko, Toko, Kios, Los,
Pendasaran dan Pedagang Kaki Lima yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau
Prnerintah Desal Kelurahan,

Pejabat/ Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/ Petugas atau diberi tUQas"fo"l'éhr.:_




Pasal 4

¥
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas :
pasar. : 4

BAB Il

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA
Pasal 5
Setlap orang atau badan hukum yang} memakai atau mempergunakan Ruko, Toko, Kios,
Los, Warung dan Pcndasaran serta fasilitas umum mernpunyai hak untuk memanfaatkan
dengan sebaik-baiknya dan mempunyai kewajiban untuk :

a.  Menjaga dan mamaolihara kebersihan atas lingkungan di sekelilingnya ;

b.  Menjaga ketortiban, keamanan dan keindahan lingkungan pasar;

O

Mempergunakannya sosuai dengan fungsinya;

d.  Membayar rotribuai baik retribusi harian maupun retribusi atas sewanya yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

n. Momenuhi torhadap semun ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang
borlaku;

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Setribusi Pasar larmacuk golongan Betribusi Jasa Umum.

Pasal 7 9

Skt penggunann jnnn Retribusi Pasar di ukur berdasarkan lokasi, luas/ klasifikasi
pmipal, jenis usahin serla fasilitas, ;

BABV

WILAYAH PEMNNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8 -

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah meliputi penggunaan fasilitas/ tempat yang

figunakan oleh Pedagang untuk berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten
| Barito Selatan.




BAB Vi

1 PRINSIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUS!
Pasal 9

’
|

' Prinsip Penetapan tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan,
! pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personil.

Pasal 10

Struklur besarnya tarif Retribusi Pasar di tetapkan sebagai berikut :

Klasifikasi Tarif Retribusi
Lokasi/ Jenis Setiap Hari/ Malam
Sl LR o R LI LU (Rp.)
1
1. Buntok dan sekitarnya serta Pasar| - Ruko 2.000
~ Kecamatan - Toko 1.500
J ; - Kios 1.500
- Los 1.000
- Warung makan / minum 1.000
- Pendasaran 1.000
- Pedagang Kaki Lima 1.000
2 Pasar Desa . 1,000
- Los 1.000
- Warung makan / minum 1.000
- Pendasaran 1.000
Pasal 11

qy! Bﬂngunanyangcﬁgunakanfﬂehpedagangﬁdakbobhcﬁubahbenﬂmnya
2). Pengecualiaan terhadap ketentuan avat (1) harus menggunakan izin tertulis dari
Eupat'. '
\fasa!12

1) Pasar yanq dibuka pacda pagi hari, siang, sore atau malam tetap di kenakan retribusi
harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2) Bagi pedagang yanq tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/ meninggalkan
barang dagangan di dalam Pasar Daerah, tetap dikenakan retribusi.




Pasal 13

(1). Setiap Pembayaran Retribusi diberikan Karcis yéng telah di perporasi sebagai bukti
pembayaran.

(2). Bentuk, Warna, Ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIi

KETENTUAN RETRIBUS!
Pasal 14

(1). Setiap orang yang menjual/ memperdagangkan barang dagangannya, diwajibkan
membayar Retribusi Pasar.

(2). Retribusi Pasar di bayar harian dan dapat di bayar bulanan bagi pemakai tetap
tempat herjualan.

(3). Besarnya Relribusi Pasar seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini
ditetapkiin sebagaimana tercantum dalam struktur besarnya tarif retribusi pasar
dalam posal 10 Doratinan Daerah ini.

BAR Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

() Retnbuside pungut dengan menggunakan karcis yang telah di perporasi sebagai
buldi pembayaran

2. Hasil Pungutan Retribusi sebagairiana di maksud dalam ayat 1 pasal ini di setor ke

Kas Davrah selambat - lambatnya 24 jam terhitung sejak pungutan retribusi.

BAB X
KETENTUANM LARANGAN
Pasal 16
Fop Pedacang boeralan diivaser Dacrah, dilarang
O Berjnalan dijalan masuk dan keluar atau jalan penghubung oi dalam Pasar Daerah ;

Berjual.in alan menggunakan tempat pemberheniinn segala kendaraan selain dari
tempal yang telah di sediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;




(3) Memasang tenda atau mendirikan bangunan — bangunan di ualam pasar daerah,
memasukikan sepeda motor, sepeda, becak, gerobak (kecuali petugas), ke dalam
Pasar Daerah; .

(4) Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat
mengganggu ketertiban umum ;

() Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang
semastinyn bukan untuls it ;

(6)  Memakai lenmipal didalam Pasar Daerah melebihi batas areal yang telah ditetapkan;
(7) Bagi para podagang yineg tidak mau mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Doeah ing diliarang untuk berjualan didalam lingkungan Pasar Daerah.

RBAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hai wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
akan dikenakan sanksi adminiztrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan
dan apabila & (liga) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi
perupa Pencabutan Izin berjualan dilingkungan Pasar Daerah tersebut.

RAB Xl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
CWajib Rewhune yang tida's mentaati kewajibannya sehingga merugikan keuangan

orah doneam pdina kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 1R 30 000.000,00(tiga puluh juta rupiah).

"

2 Tindak pidana yanq dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB XIi
P%EP-J‘{'!DIKAN

Pasal 19

7). Pciabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewens g khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di
bidang Retribusi Dacrai sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang Hukum

Acara Pidana yanqg berlaku.

(88)




(2).  Wewenang I'enyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti ketetangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Menclili, mencari, menyimpulkan dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurmen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:;

e. Melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti pembukuan,

pencatalan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
terecehul

[ Memmtia bantuan feaaga ahli dalam rangka pelakstnaan tugas penyidikan
tindak pidana di bhidang Retribusi Daerah

(). Menyarh berhenti dan atau melarang sescorang meninqgalkan ruangan atau
tempal pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
crang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah :

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

Menghentikan Penyidikan ;
x. Melakukan tindakan !ain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daeral menurut hukum yang c=pat dipertanggungjawabkan.

. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membecritahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981
fentang Hukum Acara Pidana.

BAB Xlii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

0 Hal = hal yang helom dintur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut
dengan [eraluean Bhoapal

L Dengan beadadbone oo Poaatian Dacrah ini, maka Deraturan Daerah Kabupaten
Pingkal 1 Homto elatan Homor 2 02 Tahun 1929 (eniang Retribusi Pasar dinyatakan

idak bealal o
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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN




Pasal 21

Peraturan Dnerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setinp orang dapat mengetahuinya, memerintzhkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
’Pada tanggal 30 Juni 2005

.
,-,
/

i BUP/\TI BARITO SELATAN,

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundanglam di Puntok
Pada tangeal 30 Juni 2095

U WUKRETARYS DAZRAH
/,\ K,\rmw\n“N/ RITO SELATAN,

\\,\
Drh H i_ KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 068 €63
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